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PERATURAN KEPALA
BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan rencana strategis,
perjanjian kinerja, pengukuran Kinerja, pengelolaan
data kinerja, dan pelaporan kinerja yang dilengkapi
dengan dokumen indikator Kkinerja utama perlu
menetapkan Pedoman dan Penerapan  Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  di
Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika;

b. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman
dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di Lingkungan Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika dengan Peraturan Kepala
Badan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang
Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5058);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61
Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Akademi Meteorologi dan Geofisika menjadi
Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 90);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor  Per/09/M.Pan/5/2007  Tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Neagara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor KEP.03 Tahun 2009 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi,
Klimatologi, dan Geofisika;

9. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan
Geofisika Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Besar Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika, Stasiun Meteorologi, Stasiun
Klimatologi, dan Stasiun Geofisika,;

10. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi,
dan Geofisika;

11. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan
Geofisika Nomor 17 Tahun 2014 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Stasiun Pemantau Atmosfer Global;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PEDOMAN
DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.

Pasal 1
Pedoman dan Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan ini.

Pasal 2
Peraturan Kepala Badan ini merupakan petunjuk bagi unit organisasi di
lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika dalam
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP), vyang terdiri dari Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja yang
dilengkapi dengan dokumen Indikator Kinerja Utama.

Pasal 3
Dengan berlakunya peraturan Kepala Badan ini, maka peraturan Kepala
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4
Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara
Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 April 2015
KEPALA BADAN
METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN
GEOFISIKA,

ANDI EKA SAKYA
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Mei 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN
PERATUREAN KEFPALA BADAN METECGREOLOGI,

KLIMATOLOGH, DAN GEOFISIEA

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG PEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM
AKUNTABILITAS KINEEJA INSTANS]I PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN BADAN METEQROLOG], KLIMATOLOGIE,
DAN GEOFISIKA

FPEDOMAN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
FPEMERINTAH D LINGEUNGAN BADAN METEOROLOGE, KLIMATOLOGI,
DAN GEOFISIRA

A, Latar Belakang

Demi terwujudnya good governance sebagai prasvarat bagi
pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan cita -cita
bangsa diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung
jawaban wang jelas, tepat, terukur, dan akuntabel. Hal ini sangat
mendukung penyvelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat
berlangsung secara  herdava guna, berhasil  guna, bersih dan
hertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Usaha pengembangan tersebut diatas sejalan dengan TAP MPE El
Nomor X1/ MPE/f 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999
tentang Penyvelenggara Negara vang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,
dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Moo 28 tahun 1999
dinyatakan bahwa asas-asas umum penvelenggaraan negara meliputi asas
kepentingan umum, asas tertib penvelenggara negara, asas kepentingan
uwmum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan
asas akuntabilitas. Sesuai penjelasan Undang-Undang  tersebut, asas
akuntabilitas adalah asas yvang menentukan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penvelenggaraan negara  hams  dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyvarakat dan makyvat sebagai pemegang
Kedaulatan tertinggl negara sesuai dengan ketentuan peraturan perandang-
undangan yvang berlaku.

Untuk melandasi  usaha-usaha  tersebut, pemerintah  telah
menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Taln 2014
tentang Sistem  Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan

tersebut  mewajibkan  setiap  instansi  pemerintah sebagai unsur
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penvelenggara  pemerintalian  negara untuk - mempertanggnng-jawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinva serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu  perencanaan  stratejik vang
diteapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban  dimaksud
berupa laporan vang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-
lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan
kepada Presiden  selalu kepala  pemerintahan,.  Laporan tersebut
menggambarkan kinerja instansi pemerintah yvang bersangkutan melalui
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIF).

B, Maksud Pedoman

Pedoman ini menjadi acnan BMEG dan Unit Kerjanva untuk
menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) wvang terdiri dari Eencana Strategis ([Renstra), Rencana Kinerja
Tahunan (FKT], Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja.

Setiap  instansi  pemerintah  sebagai  unsur  penyelenggara
pemerintaban  negara  diwajibkan  untuk  mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan
sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan  strategis  vang
ditetapkan cleh masing-masing.

Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan vang disampaikan
kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala
pemerintahan.  Laporan  tersebut  menggambarkan  kinerja  instansi
pemerintah yvang bersangkutan melalui  Sistem Akuntabilitas  Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIF).

Semua Unit Organisasif/Unit Kerja/Unit Pelaksana Teknis [UPT) di
lingkungan BMKG selaku satuan kerja instansi pemerintah yvang mendapat
anggaran dari negara memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja
vang dilengkapi dengan Perjanjian Kinerja sesuai dengan Permen PAN & EB
Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Feview atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintak,

Dalam Peraturan Menteri tersebut dinyatakan hahwa Unit Organisasi
Esclon 1 menyusun Perjanjian Kinerja tingkat unit organisasi setelah

menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan  ditandatangani  oleh
menterif pimpinan lembaga dan pimpinan unit organisasi (Pasal 4, avat 2).
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